
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 54 TAHUN 2007 

TENTANG 

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa    untuk     melaksanakan     ketentuan     mengenai  
pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak; 

Mengingat : 1. Pasal   5   ayat   (2)   Undang-Undang   Dasar    Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang    Nomor   23   Tahun   2002   tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN   PEMERINTAH    TENTANG    PELAKSANAAN  
 PENGANGKATAN ANAK.

BAB I . . . 
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BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari 
lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang 
sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas 
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak 
tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua 
angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan 
pengadilan. 

2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum 
yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan 
kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain  
yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan 
dan membesarkan anak tersebut, ke dalam 
lingkungan keluarga orang tua angkat.  

3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau 
ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu 
angkat. 

4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan 
untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
adat kebiasaan. 

5. Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau 
organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum 
yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar 
dan telah mendapat izin dari Menteri untuk 
melaksanakan proses pengangkatan anak. 

6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok 
dan organisasi sosial dan/atau organisasi 
kemasyarakatan. 

7. Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang 
yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang 
memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam 
pengangkatan anak. 

 

 

8. Instansi . . . 
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8. Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya 
mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di 
daerah.  

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang sosial. 

 
Pasal  2 

 
Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik 
bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak 
dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan 
adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

Pasal  3 
 

(1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama 
yang dianut oleh calon anak angkat. 

(2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka 
agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas 
penduduk setempat. 

 
Pasal 4 

 
Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah 
antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. 
 

Pasal 5 
 

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga 
Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya 
terakhir.               

 
Pasal 6 

 
(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak 

angkatnya  mengenai asal-usulnya dan orang tua 
kandungnya. 

(2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memperhatikan kesiapan anak yang 
bersangkutan. 

 

BAB II . . . 
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BAB II 
 

 JENIS PENGANGKATAN ANAK 
 

Pasal  7 
 

Pengangkatan anak terdiri atas: 

a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan 

b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia 
dengan Warga Negara Asing. 

 

Bagian Pertama 

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia 
 

Pasal  8 
 
Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:  

a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan 
setempat; dan 

b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal  9 

 
(1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan 

setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 
a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam 
satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan 
adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. 

(2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan 
setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. 

  
Pasal 10 

 
(1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara 
langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga 
pengasuhan anak. 

 
 

(2) Pengangkatan  . . . 
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(2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. 

 
Bagian Kedua 

Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia 
Dengan Warga Negara Asing  

 
Pasal 11 

 
(1)  Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia 

dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf b, meliputi: 

a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh 
Warga Negara Asing; dan 

b. pengangkatan anak Warga Negara Asing di 
Indonesia oleh Warga Negara Indonesia. 

 
(2) Pengangkatan  anak sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan. 
 
 

BAB III 
 

SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK 
 

Pasal 12 
 
(1)  Syarat anak yang akan diangkat, meliputi: 

a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun; 

b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; 

c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga 
pengasuhan anak; dan 

d. memerlukan perlindungan khusus. 
 

(2)   Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada   ayat 
(1) huruf a meliputi: 

a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan 
prioritas utama; 

 

b. anak . . . 

 


